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Abstrak

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum
memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI
mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Rl.terhadap kesalahan
atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah
dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena
patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan
surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke
pengadilan untuk diperiksan dan diputus karena sudah memenuhi unsur kesalahan
atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah
dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara
bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap
sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai
peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasall angka 2 KUHAP),
peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur
dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan
dimulainya proses penyidikan oleh KPK, dengan nomor surat.
Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12 /2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada
tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.
Kata Kunci: tersangka, peristiwa pidana, suap menyuap, penyidikan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI
tahun 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjujung
tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyatdan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini
harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di
dalam hukum, sehingga menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk
diberikan kedilan dalam penerapan hukumnya, bahwa hukum memiliki peran
penting dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak hanya di Indonesi, dunia
juga demikian sesuai dengan hukum masing-masing. Oleh karena itu dari sudut
pandang masyarakat umum, hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan
punishment terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan
ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.(dwi atmoko, dkk,jurnal
binamulia hukum, vol.11, no.2, univ bayangkara Jakarta, 2022, penekakan
hukumterhadap tindak pidana korupsi ditinjau dariperspektif dampak serta upaya
pemberantasan)
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Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yng akibatnya diatur oleh
kukum yaitu adanya hak dan kewajiban, diantara para pihak.( Dudu duswara
machmudin, 2010, pengantar ilmu hukum, refika aditama, bandung) menurut peter
mahmud marzuki, mengunakan istilah Tindakan hukum, bahwa Tindakan hukum
adalah Tindakan hukum yang diatur oleh hukum, misalnya Tindakan yang dilarang
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya jual beli narkoba, suap
menyuap, dan lain-lain. (peter mahmud marzuki, 2009, pengantar ilmu hukum,
kencana, jakarta)

Korupsi bagaikan lingkaran setanyang hamper telah masuk ke dalam system
perekonomian, system politik, dan system penegakan hukum. Semakin massif
kampanye untuk melawan korupsi. Namun semakin banyak terkuak kasus korupsi
yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.
()dimas arya aziza, jurnal binamulia hukum, vol.7, n0.22018, penerapan delik
jabatan dalam pasal 3 dan pasal 11uu no.3 tahun 1999 jo uu no.20 tahun 2001
tentang pemberatasan tindak pidana korupsi)

Tindak pidana yang dalam UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa negara
Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machstaat). (evi hartanti, 2007, tindak pidana korupsi edisi kedua, sinar
grafika, jakarta)

Menurut syafrir syairin, selainmengelaborasipengaruh factor mentalitas yang selalu
merasa kekurangan (unsatiable mentality) terhadap korupsi juga mengaitkan
dengan factor sosial-kultural. (sjafri sairi, 2002, perubahan sosial masyarakat
Indonesia perspektif antropologi, Pustaka pelajar, yogyakarta)

Menurut Nur Basuki minarno, menyatakan bahwa esensie pengaturan
pemberantasan korupi menyangkut dua hal yang paling pokok yaitu sebagai
Langkah preventif dan Langkah represif, dalsm arti Langkah preventi tersebut
terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa
harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi, Langkah represif
tersebutmeliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus
mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa
Kembali. (nur Basuki minarno, 2009, penyalahgunakan wewenang dan Tindakan
pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, laksbang mediatama,
jogyakarta)

Setelah adanya laporan dari masyarakan, sehingga ada peristiwa pidananya tentang
penuapan yang dilakukan oleh hasto Kristiyan dan harun masikun terhadap wahyu
setiawan, untuk PAW hurun masikun, setelah ada peristiwa hukum, sebagaiman ada
perbuatan menerima suap diterima oleh wahyu setiawan komisioner Komisi
Pemilihan Hukum, ternya sudah diproses acara pidana terhadap terdakwa wahyu
setiawan, dan telah dijatuhi hukuman, dan wahyu setiawan telah melaksanakan
hukuman,telah kelur dan menghirup udara bebas. Bagaimana hasto kristiyanto,
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akan terbebas dari hukum begitupun harun masikum, pada waktu tangkap tangan
suru menjatuhkan hpnya keair, sehingga tidak diketahui keberadaan atu DPO.
Apabila peristiwa hukum pidana dimainkan oleh pelaku. Ini lah yang terjadi
terhadap peristiwa hukum pidana. Penegakkan hukum hanya kepada penerima
suap saja wahyu setiawan. Karena ada peristiwa hukum pidananya, maka wahyu
setiawan dijatuhi hukuman oleh hakim. (sri hartini, penelitia penyidikan hasto
kristiyanto bersama harun masikun yang telah memberikan suap terhadap wahyu
setiawan komisioner Komisi pemilihan umum oleh KPK RI, fakultas Hukum, uika
bogor, 2024)

Berdasarkan latar belakang diatas, ada permasalan untuk diidentifikasi masalah

adalah sebagai beriku :

1. Bagaimana suap menyuap yag dilakukan hasto kristiyanto bersama harun
masikun terhadap wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI,
sesuai dengan peristiwa pidana?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap hasto kristiyanto dan harun
masikun, dibuktikan dengan alat bukti yang sah?

Unsur tindak pidana korupsi dan jenis tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang
luar biasa. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini juga perlu
didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber
daya lainnya, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan
penegak hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat anti
korupsi. Korupsi adalah prilaku pejabat public, politisi maupun pegawai negeri yang
secara tidak wajardan tidak legal memperkaya diri memperkaya pihak lain yang
dekat dengannya, dengan menyahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan
kepada para pejabat public. (sri hartini, 2022, hukum acara pidana peradilan umum
dan khusus di Indonesia implementasi hukum positif dan hukum islam/teori dan
prakti, uika press, bogor)

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi, dari sudut pandang hukum, tindak
pidana korupsi secara garis depan mencakup unsur-unsur adalah sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum;

2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau saranan;

3. Memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi; dan

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

2. Penggelapan dalam jabatan;

3. Pemerasan dalam jabatan;

4. Tkut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
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5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara). (Zulkarnaen,
2013, praktik peradilan pidana panduan praktis memahami peradilan pidana,
setara press, malang)

Keterangan terdakwa wahyu setiawan pada waktu di persidangan

Bahwa dalam kasus suap menyuap, yang memberi suap adalah hasto kristiyanto dan
harun masikun dan yang menerima suap adalah wahyu setiawan sudah diproses di
depan persidangan acara pidana, wahyu setiawan menjadi terdakwa.keterangan
terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan
terdakwa apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangkan apa yang dia lakukan
yaitu menerima suap untu PAW harun masikun dan didampingi oleh sekjen Partai
PDIP.

Sebagaimana diatur dalam pasal 189 KUHAP adalah :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendir’

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai
alat bukti yang lain.

Menurut Pasal 193 KUHAP menyebutkan :
1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana:

a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat
memrintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, dapat memerintahkan
supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi pasal 21, dan terdapat
alasan untuk itu;

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya,
apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Bahwa wahyu setiawan sudah dijatuhi hukuman oleh hakim, karena pasal 189
KUHAP, karena keterangan terdakwa yang ia lakukan sendiri dan ketaui sendiri dan
dialami sendiri,sehingga peristiwa pidana tentang penyuapan yang dilakukan oleh
hasto kristiyanto dan harun masikun terhadap terdakwa di pertanggung jawaban
pidana nya oleh terdakwa, maka terhadap harto kristiyanto dan harun masikun
untuk menjadi tersangka sesuai dengan alat bukti penyuapan, sehingga peristiwa
pidana tersebut jangan dipotong-potong, jelas dan terang yang menyuap adalah
hasto kristiyanto dan harun masikun.
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Pembuktian menurut KUHAP

Melalui hukum acara pidan aini, maka setiap individu yang melakukan
penyimpangan atau pelanggaran hukum. Khususnya hukum pidana, selanjutnya
dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut
hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang, maka
terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk
membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan
diperlukan adanya suatu pembuktian. Bahwa hukum pembuktian dalam hukum
acara merupakan suatu hal yang sangan penting yaitu untuk mencari kebenaran.
Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur
macam-macam alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184
KUHAP menyebutkan :

Keterangan saksi;

Keterangan ahlj;

Surat;

Petunjuk;

Keterangan terdakwa.

SAR I

Pembuktian memegang peran yang penting dalam proses pemeriksaan sidang
pengadilan, karena dengan pembuktian inilah Nasib terdakwa ditentukan, dan
hanya karena pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman
pidana.(sri hartini,ibid)

Oleh karena itu terhadap hasto kristiyanto dan harun masikun sebagai saksi dari
terdakwa wahyu setiawan, begitupun jika hasto kristianto menjadi tersangka yang
menjadi saksi dalam peristiwa pidana ini adalah harun masikun dan wahyu
setiawan, sebagai saksi terhadap tersangka hasto kristiyanto, sesuai dengan
dimulainya penyelidikan terhadap hasto kristiyanto, dengan surat nomo.Siprin.
Dik/153/Dik.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, ketua KPK meyatakan
bahwa hasto kristiyanto dan harun masikun adalah kasus lama mereka bersama-
sama memberi suap kepada wahyu setiawan, yang sudah dijatuhi pidana karena
terbukti bersalah menerima suap. Dan pada tanggal 24 Desember 2024 KPK
menyakan hasto kristanto sebagai TERSANGKA.

Pertanggung Jawaban Pidana

Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana adalah penilaian terhadap sikap
batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar
pencelaan terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana seseorang yang
dinyatakan bersalah berati ia dapat dicela secara yuridis atas perbuatan melawan
hukum yang dilakukannya, atau perbuatan melawan hukum dilakukannya dapat
dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana pelaku
ini hanya relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat
melawan hukum. Bukan tidak ada gunanya mencari sikap batinseseorang yang
perbuatannya tidak melanggar hukum.dalam hukum pidana seseorang dapat
dinyatakan bersalah apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai berikut :
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1. Ada kemampuan bertanggung jawab;

2. Ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya;

3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalaha. (rb budiprastowo, jurnal
hukum pro justitia, vol 24, n0.3,2006, delik formil /materril, sifat melawan hukum
formil /materiil dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative dengan metode
pendekatan perundang-undangan yang relepan dengan tema yang diangkat.
Pendekatan secara yuridis normatife dilakukan guna memperkaya tulisan ini dan
memberikan Gambaran bagaimana seluk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam
peristiwa hukum pidananya. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi , untuk
memberikan Gambaran bagaimana suatu tindak pidana suap menyuap rterjadi.
(dwi atmoko, op.cit)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suapmenyuap yang dilakukan oleh hasto kristiyanto bersama-sama harun masikun
terhadap wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI, dengan tujuan
pergantian antar waktu untuk harun masikun sesuai dengan peristiwa pidana,
dalam hal ini sesui dengan peristiwa hukum pidana, fakta dan dasar hukum, adanya
penyuapan tersebut, untuk wahyu setiawan yang menerima suap sudah diproses
secara hukum pidana,pada waktu penyelidikan menurut pasal 6 ayat 1 KUHAP
menyelaskan : bahwa penyelidik memiliki wewenang sebagai berikut untuk :

a. Menerima laporan atau pengaduan;

b. Mencari keterangan dan barang bukti;

c. Menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri;

d. Melakukan Tindakan lain

Pasal ini, untuk dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidananya adalah
penyuapan yang dilakukan oleh hasto kristiyanto dan harun masiku terhadap
wahyu setiawan komisioner KPU RI dalam permohonan PAW dewan DPR RIL

Yang dimaksud penyelidikan sesuai pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan
serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undan-undang ini.

kemudian sesuai dengan hukum acara pidana, dilakukan penyidikan mencari
TERSANGKA. Bahwa penyidikan diatur dalam pasal 1 angka2 KUHAP menyebutkan
penyidikan adalah serangkaan Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
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Hal ini sudah dilakukan oleh KPK,dengan surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan, sesuai surat nomor. Spri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024 tertanggal 23
Desember 2024, kemudian besoknya tanggal 24 Desember 2024, KPK menyatakan
hasto kristiyanto sebagai TERSANGKA pemberi suap bersama harun masikun
kepada wahyu setiawan komisioner KPU RI diduga berkaitan dengan pergantian
antar waktu atau PAW anggota dewan DPR RI.

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto kristiyanto dan harun masikun
dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184
KUHAP adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi;

Keterangan ahlj;

Surat;

Petunjuk;

Keterangan terdakwa.

© o0 o

Berdasarkan alat bukti yang sah tersebut, terhadap unsur kesalahan dan
pertanggung jawaban pidana adalah penilaian sikap batinpelakunya, bukan
penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalahdasar pencelaan terhadap sikap
batin pelakunya. Dalam hukum pidana seseorang yang dinyatakan bersalah ia
berarti ia dapat dicela secara yuridis atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dapat dicelakan
terhadapnya. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana pelaku ini hanya
relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelakyu bersifat melawan
hukum.

Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila dipenuhi
beberapa unsur adalah sebagai berikut :

a. Ada kemampuan untuk bertanggung jawab;

b. Ada hubungan bati antara pelaku dan perbuatan;

c. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan;

Oleh karena itu terhadap hasto kristiyanto dan harun masikun, telah memenuhi
unsur-unsur tersebut, karena adanya unsur kesalahan atau pertanggung jawaban
pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa
peristiwa suap menyuap yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku
terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI, merupakan tindak pidana korupsi
yang memenuhi unsur-unsur delik suap sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Wahyu Setiawan sebagai penerima suap telah diproses
secara hukum, dijatuhi hukuman pidana, dan telah menjalani masa hukumannya.
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Selanjutnya, dalam proses penegakan hukum, berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Pasal 184 KUHAP dan hasil penyelidikan serta penyidikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka
pada tanggal 24 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan
hukum tidak boleh berhenti hanya pada penerima suap, tetapi juga harus
menjangkau pemberi suap sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil
dan menyeluruh.

Dengan demikian, untuk menegakkan prinsip negara hukum dan keadilan, serta
memberantas korupsi secara tuntas, seluruh pihak yang terlibat dalam tindak
pidana suap harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penanganan kasus ini juga
menjadi preseden penting bagi upaya penegakan hukum yang transparan,
akuntabel, dan tidak pandang bulu.
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